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TAHUI{ 2017

XTPALA DINAS PENDIDII(AN KABUPATEN BANDUITG BARAT,

(PAUDI

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan peraturan Bupati No.lg tahun 2o16
tentang Penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
untuk Melaksanakan perpanjangan pendirian Satuan pAUD
yang diselenggarakan oleh orang perseorangan atau kelompok
atau Badan Hukum;

b. Bahwa berdasarkan surat permohonan izin operasional
Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
TnlNy/Itn Imas Eti Rusyati, penyelenggara dari
TK TUNAS I(ARYA Kecamatan CIPATA?, Izin Operasional
sebelumnya Nomor 42l.ll43S.2lpaudni-Disdikpora/2014,
Tangga-l 12 Agustus 2O14, NPSN 20267541, Dibawah
Yayasan T\rnas Mandiri kebun panglejar, berdasarkan Akta
Notaris Henry Samudra Gama1 AM, SH,KKn No.230/ Tanggal
26-2-2016, dan SK Kemenkumham AHU-001176S.AH.01.04
Tangga-l O3lOl 12016, tentang pengesahan Akta pendirian
Sekolah serta lampiran-lampiran;

c. Bahwa berdasarkan Hasil Verifikasi Bidang pAUDNI Dinas
Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, kepada Lembaga
Pendidikan Anak Usia Dini (pAUD) tersebut di atas;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

: 1. Undang - Undang Nomor 2O Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan L,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 20OS Tentang Guru darr
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4586;

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2007 Tentaag pembentukan
Kabupaten Bandung Barat di provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahrrn 2OO7 11rr1.n^1. 14 Taml.ala-

Mengingat



Menetapkan
KESATU

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O05 Nomor 4O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaral Negara Republik Indonesia
Tahun 2O08 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemertintah Nomor 17 Tahun 2OlO Tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51Os
(Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 201O (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun
2Ol2 Tentang Pengelolaal dan Penyelenggaraan Pendidikan
dilingkungan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 seri D);

8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa ka_li terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun
2Ol4 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAIY

Memberikan Perpaljangan Izin Operasional Kepada :

Tn/I{y/Nn Imas Etl Rusyati Pimpinan Lembaga Pendidikan Anak
Usia Dini TK TUNAS KARYA Kecamatan CIPATAT, dengan
ketentuan sebagai berikut :

1. Menggunakan Kurikulum dan Metode Belajar yang sesuai
dengan T\.rjuan Pendidikan Nasional;

2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
apabila terdapat pelanggaran maka izin akan dicabut;

3. Menyampaikan Laporan Perkembangan setiap bulan kepada
Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;

4. Permohonan Perpanjangan Izin diajukan selambat-lambatnva
tiga puluh (30) hari sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini.

Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaftuKEDUA



TIGA

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini,
dibebankan kepada Lembaga Penanggung Jawab Pelaksana PAUD
yang bersangkutan.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Bandung Barat
: 2 Mei 2Ol7

Tembusan disampaikan kepada :

Yth. 1. Bupati Bandung Barat;
2. Ketua Yayasan;
3. Arsip.
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